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ABSTRAK

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Ndang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor33 Tahun 2004; Undang-
Undang Njomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010; Peratuan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2tahun 2012; Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Than 2019; Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 sebagaimana telah
diubah tealh diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 85 / PMK.07/
2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Daerah



CATATAN

Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor
04 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 04 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2011,
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017; Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor
19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2017; Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 39 Tahun 2018.

Dalam peraturan daerah ini mengatur mengenai Laporan Realisasi Anggaran ;
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Rekapiltulasi Realisasi
Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program
dan Kegiatan, Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengeloalaan Keuangan Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas
Laporan Keuangan, Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, Daftar Rekapitulasi
Penyisihan Piutang, Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Piutang,
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisishan Dana Bergulir, Daftar Penyertaan Modal, Daftar Rekapitulasi Ralisasi
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Daftar Rekapitulasi Aset Tetap,
Daftar Rekapitulasi Kostruksi Dalam Pekerjaan, Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,
Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban
Jangka Panjang, Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir
Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya, Ikhstisar
Laporan Keuangan BUMD/ Perubahan Daerah.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 2019



